Program Perizinan

Meningkatnya
kemudahan proses

Persentase Izin

dan Pendaftaran perizinan dan Usaha Perdagangan | Persen
Perusahaan pendaftaran yang Difasilitasi
berusaha
Penerbitan |zin
Pengelolaan Pasar L
Rakyat, Pusat ) .
. rekomendasi yang di NA
Perbelanjaan, dan ——
Izin Usaha Toko !
Swalayan
Fasiltasi dumiah
Rekomendasi
Pemenuhan
) Pemenuhan
Komitmen Perolehan .
. Komitmen Perolehan
Perizinan Pasar o
Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat
. Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan )
Perbelanjaan, dan Dokumen
Toko Swalayan
e Toko Swalayan
Melalui Sistem o
. Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan -
Pelayanan Perizinan
Berusaha
) ' Berusaha
Terintegrasi Secara . .
Elekironik Terintegrasi Secara
Elektronik
Meningkatnya
Program kualitas sarana Pembangunan dan Persentase Sarana
Peningkatan Sarana [perdagangan dan  |Pengelolaan Sarana Perdagangan yang Persen
Distribusi distribusi barang Distribusi Ditingkatkan
Perdagangan yang efisien merata |Perdagangan Kualitasnya
dan terintegrasi
Penyediaan Sarana [Jumlah Sarana
Distribusi Distribusi unit
Perdagangan Perdagangan
Fasilitasi Jumlah Fasilitasi
Pengelolaan Pengelolaan Sarana Unit
Sarana  Distribusi [Distribusi
Perdagangan Perdagangan
. Jumlah  Dokumen
Pembinaan ) .
Hasil  Pembinaan
Terhadap Pengelola
P dan
Sarana Distribusi ’
Pengendalian Persen
oeneal kepada Pengelola
Masyarakat di P g

Wilayah Kerjanya

Sarana Distribusi
Perdagangan




Pembinaan dan
Pengendalian

Jumlah Pelaku

dan Barang Penting
di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat

Pokok dan Barang
Penting di Tingkat
Agen dan Pasar
Rakyat

Pengelola Sarana S AL Dokumen
A Ekspor Unggulan
Distribusi ang Dibina
Perdagangan yang
Jumlah  Dokumen
Pemberdayaan :::n Pembinaan
Pengelola Sarana "
o Pengendalian Dokumen
Distribusi
Pariacangan kepada Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan
Jumlah Laporan
. Menjamin Koordinasi dan
Meningkatnya ) ) -
I - .. |Ketersediaan Sinkronisasi
Program Stabilisasi  [kelancaran distribusi )
s Barang Kebutuhan Ketersediaan
Harga Barang dan stabilitas harga
Pokok dan Barang Barang Kebutuhan Persen
Kebutuhan Pokok  [barang kebutuhan AR
dan Barang Penting | pokok dan baran Penting di Tingkat Pokok dan Barang
9 9 pentin 9 Daerah Penting di Tingkat
peniing Kabupaten/ Kota Agen dan Pasar
Rakyat
Jumlah Laporan
Koordinasi dan Koordinasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi
Ketersediaan Barang [Ketersediaan
Kebutuhan Pokok  |Barang Kebutuhan | Laporan
dan Barang Penting |Pokok dan Barang
di Tingkat Agen dan [Penting di Tingkat
Pasar Rakyat Agen dan Pasar
Rakyat
Koordinasi dan Jumlah Laporan
Sinkronisasi Koordinasi dan
Peningkatan Sinkronisasi
Aksesibilitas Peningkatan
Barang Kebutuhan [Aksesibilitas Barang | Laporan
Pokok dan Barang [Kebutuhan Pokok
Penting di Tingkat [dan Barang Penting
Agen dan Pasar |di Tingkat Agen dan
Rakyat Pasar Rakyat
Jumlah Laporan
Pengendalian Pengendalian Stok
Ketersediaan Barang|atau Ketersediaan
Kebutuhan Pokok  [Barang Kebutuhan
Laporan




Pengendalian Harga,
dan Stok  Barang
Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting Laporan
di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga i L areny
Pemantauan Harga
dan Stok Barang
dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok
. |Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting )
dan Barang Penting| Laporan |48 Laporan
pada Pelaku Usaha
B pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang o
Distribusi Barang
dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota Gt ) (i)
P Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga AUE L2 3Tem
Pemantauan Harga
dan Stok Barang
dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok
. |Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting )
dan Barang Penting
pada Pasar Rakyat Laporan
N .’ |pada Pasar
yang Terintegrasi
) Rakyat yang
dalam Sistem . )
) Terintegrasi dalam
Informasi ) .
e Sistem Informasi
gang Perdagandan
Pelaksanaan Jumlah Laporan
’ Pelaksanaan
Operasi Pasar )
Operasi Pasar
Reguler dan Pasar
Reguler dan Pasar
Khusus  yang Laporan | 1 Laporan
Khusus yang
Berdampak dalam
Berdampak dalam 1
1 (Satu)
Kabupaten/Kota ety
P Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk
dan Pestisida
Bersubsidi di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Jumlah  Dokumen
Kelengkapan Kelengkapan
Legalitas Dokumen |Legalitas Dokumen |3 Dokumen
Perizinan Dokumen Perizinan
Jumlah Laporan
Pengawasan
Pengadaan Pupuk e
Pengadaan Pupuk Laporan NA

dan Pestisida
Bersubsidi

dan Pestisida
Bersubsidi




Pengawasan
Penyaluran dan

Jumlah Laporan
Pengawasan
Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk

Unaaulan

Penggunlagn Pupuk dan Pestisida Laporan NA
dan Pestisida L
- Bersubsidi dengan
Bersubsidi AT
Realisasi Minimal
90%
Penyelenggaraan
Promosi Dagang
Melalui Pameran
Program Meningkatnya B:g::g g:nihg; duk
Pengembangan Pelaku Usaha yang gang bag Juta Us$ NA
) ) Ekspor Unggulan
Ekspor berorientasi ekspor
yang Terdapat
pada 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah
Pembinaan dan T B Pelaku
Pengembangan Usaha Produk Usaha
Usaha Produk Produk NA
Ekspor Unggulan
Ekspor Unggulan F1n B Ekspor
Kabupaten/Kota yang Unggulan
vang Dibina
Jumlah
Jumleh Pelaky | ook
Usaha yang
Pameran Dagang  [Usaha yang o
. TN Difasilitasi NA
Nasional Difasilitasi dalam
Pameran Dagan dalam
9ang Pameran
Dagang
Jumlah
Jumlah Pelaku Pelaku
Usaha yang Usaha yang
Pameran Dagang T Difasilitasi
Difasilitasi dalam NA
Lokal dalam
Pameran Dagang
Pameran
Lokal
Dagang
Lokal
Jumlah
Pelaku
Jumlah Pelaku Usaha yang
Misi Dagang bagi Usaha yang Difasilitasi
Produk Ekspor Difasilitasi dalam  [dalam NA
Unggulan Misi Dagang Produk (Misi Dagang
Ekspor Unggulan Produk
Ekspor




Jumlah

Perhotelan dan Jasa
Akomodasi

Produk
Jumlah Produk Unggulan
. . Unggulan Ekspor Ekspor
Peningkatan Citra Daerah
Produk Ekspor IDEESE ST NA
P Disusun Menjadi ygng
X ; Disusun
Materi Promosi -
Menjadi
Materi
Promosi
Jumlah
. Jumlah Pelaku Pelaku
Pembinaan Pelaku
Usaha Ekspor Usaha Ekspor yang [Usaha NA
P Dibina Ekspor yang
Dibina
Program Pelaksanaan Persentase 33,30%
Standarisasi dan Me ningkatnya Tertib | Metrologi Legal, peningkatan UTTP
h Niaga dan mutu Berupa Tera, Tera Persen
Perlindungan yang bertanda tera
produk Ulang, dan
Konsumen sah
Pengawasan
Jumlah Alat Ukur, 1401 unit
Pelaksanaan
) Alat Takar, Alat
Metrologi Legal, . .
Timbang, dan Unit
Berupa Tera, Tera
Ulan Alat Perlengkapan
9 Ditera Ulang
Jumlah Pelaku 435 Pelaku
Pengawasan/Penyul (Usaha di Bidang Oran usaha
uhan Metrologi Legal | Metrologi Legal 9
yang Dibina
. - [Jumlah Unit Hasil
Penyidikan Metrologi .. i dikan Metrologi| ~ Unit NA
Legal
Legal
Pelaksanaan Pelaksanaan LU )
. . ) yang Melaksanakan
Program Meningkatnya Promosi, Promosi X
Penggunaan dan Penggunaan dan Pemasaran  dan |Penggunaan Produk il
. Penggunaan Produk| UMKM NA
Pemasaran Produk  |Pemasaran produk |Peningkatan Dalam oo
) : . Dalam Negeri di
Dalam Negeri dalam negeri Penggunaan Produk (Negeri di Tingkat Tingkat
Dalam Negeri Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah UMKM yang
Melakukan
Pemasaran dan
. Pemasaran Produk
Peningkatan X
Penggunaan Produk Dalam Negeri
ggunaan "ot | yeralui Kemitraan | UMKM NA
Dalam Negeri di .
N dengan Retail,
Tingkat Marketplace
Kabupaten/Kota e,




Peningkatan Sistem
dan Jaringan

Jumlah Data dan
Informasi Sistem dan

Industri

. Jaringan Dokumen NA
Informasi .
Perdagangan Informasi
gang Perdagangan
Jumlah Orang yang
Pemberdayaan Mengikuti
Masyarakat dalam  (Pemberdayaan
Peningkatan Masyarakat dalam
Penggunaan dan Peningkatan Orang NA
Pemanfaatan Penggunaan dan
Sandang Produksi  |Pemanfaatan
Dalam Negeri Sandang Produksi
Dalam Negeri
Pertumbuhan
IKMIUKM IKM/UKM
Pertumbuhan P
Industri Kreatif
Kontribusi Sektor
Industri terhadap
PDRB
PEITEHET Penyusunan
Program Meningkatnya dan  Evaluasi y Jumlah  Dokumen
o Rencana
Perencanaandan  [Realisasi Rencana Rencana
Pembangunan Dokumen NA
Pembangunan Pembangunan Pembangunan Industi Pembangunan
Industri industri Industri Kabupaten/Kota Industri
Kabupaten/Kota P
o Jumlah Dokumen
Koordinasi, ) -
X - Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan ) o
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan
" Pelaksanaan
Kebijakan .
Kebijakan
Percepatan Dokumen NA
Percepatan,
Pengembangan,
Pengembangan,
Penyebaran dan
) Penyebaran dan
Perwilayahan )
. Perwilayahan
Industri




Jumlah Dokumen

Usaha Industri

berusaha sektor
perindustrian

(IUKI) dan Izin
Perluasan Kawasan
Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Nasional (SlINas)
yang Terintegrasi
dengan Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

Usaha untuk Bidang
Usaha dengan
Risiko Usaha
Menengah- Tinggi
dan Tinggi,
Melalui  SlINas
yang

Terintegrasi dengan
Sistem 0SS

Koordinasi, ) -
N . Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan |.. L
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
pelaksanaan Dokumen NA
Pembangunan
Pembangunan
Sumber Daya
X Sumber Daya
Industri )
Industri
o Jumlah Dokumen
Koordinasi, ) -
N . Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan |.. L
Pelaksanaan Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Dokumen NA
Pembangunan
Pembangunan
Sarana dan
. |Sarana dan
Prasarana Industri .
Prasarana Industri
o Jumlah Dokumen
Koordinasi, ) -
N . Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan : o
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pelaksanaan Dokumen |2 Dokumen
Pemberdayaan
X Pemberdayaan
Industri dan Peran }
Serta Masyarakat Industri dan Peran
Y Serta Masyarakat
Evaluasi  Terhadap Jumiah pokumen
Evaluasi
Pelaksanaan Pelaksanaan
Rencana Dokumen NA
Rencana
Pembangunan
X Pembangunan
Industri )
Industri
Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
Fasilitasi Verifikasi
Pemenuhan Teknis Pemenuhan
Penerbitan 1zin Komitmen Perolehan [Kesesuaian
Usaha Industri IUI, IPUI, IUKI dan |Persyaratan Teknis
(IU1), Izin Perluasan |IPKI Kewenangan |Perizinan Berusaha
Meningkatnya Usaha Industri Kabupaten/Kota Sektor Industri
Program kualitags eri); inan (IPUI), Izin Usaha  [dalam Sistem dan/atau dalam
Pengendalian Izin P Kawasan Industri Informasi Industri rangka Perluasan Dokumen NA




Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
Perizinan di Bidang

Jumlah  Dokumen
Hasil  Koordinasi
dan

Sinkronisasi
Pengawasan
Perizinan di Bidang
Industri dalam
Lingkup Perizinan

Melalui SlINas

Industri dalam Usaha Industri, Dokumen NA
Lingkup IUI, IPUI,  |Perizinan Perluasan
IUKI dan IPKI Usaha Industri,
Kewenangan Perizinan Kawasan
Kabupaten/ Kota Industri dan
Perizinan Perluasan
Kawasan  Industri
Kewenangan
Kabupaten/Kota
g Jumlah Dokumen
Fasilitasi ) e
Hasil Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengumpulan,
. Pengolahan dan
Penyediaan - Pengolahan dan
. . |Analisis Data L
Informasi  Industri X Analisis Data
Program ; . Industri, Data )
’ Meningkatnya untuk  Informasi . Industri, Data
Pengelolaan Sistem . Kawasan Industri .
X X pemanfaatan Industri untuk Ul . Kawasan Industri Dokumen NA
Informasi Industri . . serta Data Lain )
) Informasi Industri IPUI, IUKI dan ) serta Data Lain
Nasional Lingkup X
IPKI Kewenangan Lingkup
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota o Kabupaten/Kota
Melalui Sistem e
: ’ Melalui Sistem
Informasi Industri X .
Nasional (SIINas) Informasi Industri
Nasional (S|INas)
Jumlah Dokumen
Diseminasi, PublikasifHasil Diseminasi dan
Data Informasi dan  |Publikasi
Analisa Data  Informasi
Industri dan  Analisis Dokumen NA
Kabupaten/Kota Industri
Melalui SIINas Kabupaten/Kota




Pemantauan dan
Evaluasi Kepatuhan
Perusahaan Industri
dan Perusahaan
Kawasan Industri
Lingkup
Kabupaten/Kota
dalam Penyampaian
Data ke SlINas

Jumlah Dokumen
Hasil Pemantauan
dan

Evaluasi Kepatuhan
Perusahaan Industri
dan Perusahaan
Kawasan Industri
Lingkup
Kabupaten/Kota
dalam Penyampaian
Data ke

SlINas

Dokumen

NA




